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Rofi Rasyidah. 2014. E0014359. IMPLEMENTASI PENGATURAN BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PERCEPATAN PENDAFTARAN 
TANAH DI KABUPATEN KARANGANYAR. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mendesripsikan dan mengkaji tiga pokok permasalahan, pertama bagaimana 
penentuan tarif BPHTB serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan percepatan pendaftaran 
tanah di Kabupaten Karanganyar. Kedua, bagaimana langkah-langkah hukum yang wajib pajak 
lakukan apabila tidak mampu membayar BPHTB. Ketiga, apakah proses pendaftaran tanah dapat 
dilakukan apabila wajib pajak tidak mampu membayar BPHTB. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat prekriptif untuk 
mengetahui pelaksanaan pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) serta hambatan 
yang dihadapi dalam melakukan percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Karanganyar, untuk 
mengetahui langkah-langkah hukum yang wajib pajak lakukan apabila tidak mampu membayar 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta untuk proses pendaftaran tanah 
tetap dapat dilaksanakan atau tidak apabila terjadi keadaan wajib pajak tidak bisa membayar Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Data yang digunakan meliputi bahan hukum 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau 
studi dokumen yaitu pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan 
dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan BPHTB dalam percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Karanganyar, 
selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penentuan perhitungan tarif 
atas BPHTB yaitu sejumlah 5 (lima) persen dari Nilai Perolehan Objek Peralihan Hak atas Tanah 
dan Bangunan Kena Pajak (NPOPKP). Akan tetapi, dalam penentapan tarif masih ditemui 
sejumlah kendala, mulai dari mahalnya uang yang harus dibayar, proses verifikasi yang dinilai 
tidak efektif dan efisien, hingga potensi manipulasi data. Kendala  tidak mampu membayar 
BPHTB dapat ditanggulangi dengan mengajukan pengurangan, keberatan, serta banding. Dimana 
dalam pengajuan pengurangan, keberatan, serta bnding memiliki beberapa prosedur yang telah 
diatur dalam peraturan daerah. Beberapa permasalahan yang timbul dalam pemungutan BPHTB 
dapat dikhawatirkan akan menghambat proses pendaftaran tanah.  






Rofi Rasyidah. 2014. E0014359. IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE 
TAX ON ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHTS TO THE 
ACCELERATION OF LAND REGISTRATION IN KARANGANYAR REGENCY. Legal 
Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
This study describes and examines three main issues, first, how is the determination of 
tariff of BPHTB and obstacles faced in acceleration of land registration in Karanganyar Regency. 
Second, what are the legal measures that taxpayers can do if they can not afford the BPHTB. 
Third, Is the process of land registration can be done if the taxpayer is unable to pay the BPHTB. 
This research is normative prescriptive legal research to know the implementation of 
regulation of Land Acquisition (BPHTB) and obstacles faced in acceleration of land registration 
in Karanganyar regency, to know the legal steps that taxpayers do if unable to pay the Acquisition 
of Land Rights and Building (BPHTB), and for the land registration process can still be carried 
out or not if there is a state of the taxpayer can not pay the Tax on Acquisition of Land and Building 
Rights (BPHTB).. The data used include primary and secondary legal materials. The data 
collection technique used is literature study or document study which is collecting this data by 
reading, reviewing, and making notes from books, laws, documents and writings related to the 
implementation of BPHTB in acceleration of land registration in Kabupaten Karanganyar, 
furthermore technical analysis used is deductive method. 
The results showed that the regulation on the determination of tariff calculation on BPHTB 
is 5 (five) percent of the Value of Object of Transfer of Right to Land and Taxable Building 
(NPOPKP). However, in the tariff setting still encountered a number of obstacles, ranging from 
the high money to be paid, the verification process is considered ineffective and efficient, to the 
potential manipulation of data. Constraints unable to pay BPHTB can be overcome by proposing 
reductions, objections, and appeals. Where in the filing of reduction, objection, and bnding have 
some procedures that have been regulated in local regulations. Some problems that arise in the 
collection of BPHTB can be feared will hamper the process of land registration.. 
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